tanah tersebut sudah terdaftar atau belum mengenai status haknya di
Kantor Pertanahan untuk menghindari adanya tumpang tindih atau
overlapping yang akan menimbulkan kerugian dari pihak pembeli.

. Disarankan kepada para majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
sebagai sebagai corong keadilan harus mengedepankan asas-asas hukum
dan juga peraturan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan
hukum pertanahan yang-berlaku di Indonesia sehingga bagi hakim dalam
memutus perkara dapat menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum.
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